KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWES] SELATAN
NOMOR 664 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN 12IN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL ISTIQAMAH KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang !

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWEST SELATAN,
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Persturan Menlerl Azgama Nowoe 90 Tubun 2003 lentang
Penyelengearsan Pendidikan Madrasah, perdu memberikan |2in
operasional torhsdep Madrasah Swasta di Logkungan Kantor
Wilayah Kementenian Agama Provinsl Sulawesi Sclatan _

b, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan modrasah
yang bermutu, peclu memberikan loesempatan masyarukat melaul
ovgrisas berbadan hukum untuk menyelenggarakan modrassh
sesunl dengan standar nasiooul pendidizan,

¢. bahwe madrasah yeng tércantum dalam Lampiran Keputusan i
telah memenuhl persyaratan administratif, teknis, dan kelayvakun
yang teiuk ditenuploan;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimuksud dalam
huraf o, b den ¢ di ates, periu menctapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementenan Agama Provinai Sulawesi Selatan
teatang Pemberian  fiin  Operasional Pendirian  Madrasan
Ibtidaiyah Darul Istigamak Kabupaten Bulukumba.

1. Undang-Undang  Nomar 20 Tahun 2003 teotang Sistem
Peadidikan Nasiooal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Répoblik [ndonesia
Nomor 4305);

2. Undnng-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namot 157,
Tumbahan Lembaran Negsra Republik Indonesia Nomar 45‘6);

3 Peraturan Pemerinmh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nastonal Pendidikan {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200% Nomor 41, Tambaban Lemsbaran Negara Republik Indunesia
Notor 4496) sebagaimana telah  diubal dengan  Peraturan
Pemenntsh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peratiran' Pemerintah Nomec 19 Tohun 2005 fentang Standar
Nasinnal Pendidiknn (Lesbaran Nagara Republik Indonssaia Tahon
2014 Komor 71, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonenia
Nomor 5410);
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Belajar Pendidikan Dasar [Leenbaran Negams Republik Indunesis
Tahun 2008 Nomor 90, Tambohan Lembaran Negera Republik
Indonesia Namar 4863),

5. Perstursn Pemerintah Nomor 48 Tabun 2008 tentang Pendasnaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomaor 4364),

6. Persturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemenintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolasn
dan Pmydengpmn Pendidilean (Lemborzn Negsrs Repubiik
Indanesia Tahun 2010 Nomar 23, Tambehan Lemberan Negars
Republik Indoncsta Nomar 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 fentang
Perubalan Atas Peraturann Pemerintah Nomaor 17 Tobun 2010
tentang Pengelolaan dan Peaytlenpgguraan Pendidikan (Lemburan
Negara Republik Indanesin Tabun 2010 Nomar 112, Tambahan
Lembarat Negarn Republik Indonesia Nognor 5157);

4, Peraturan Mentsri Pendadikan Nusfonal Nomos 24 Tabun 2007
Standar Sarpns dan Preasrena Unfuk Sellah Daszar/Madrasah
fbudaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrassh Tsannwiyal,
dan Sekolah Mencngrh Atas/Madrasah Aliyah;

Q. Peraturan Menteri Pendidiian Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Swandar  Pelgyanan  Mmimal  Pendidikan  dl
Kabupaten /Kota ssbaguimand telah diubah menjudi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayasn Nemor 23 Tahun 2043
tentang Perubaban atus Persnurdn Mentens Fendidikan Nusional
Nomar 15 Tahun 2010 lentang Standat anm Minumal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tuhun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berite Negara Republik Indonesin Tahun 2012 Nomor 208)
scbagaimany telah diubah dengan  Persturon  Menteri Agama
Nomor 31 Tabun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert
Agsmn Nomot 2 Tabun 2012 tentang Pengawas Madrusah dan
Pengawas Pendidikan Agame Islam pada Sekolah {Berita Negara
Republik Indonesla Takun 2013 Nomor 684}

11, Peraturan Menteri Agama Nemor 13 Tahun 2012 teotang
Organisasi dan Tata Kerja Inatansi Vertikal Kementerlan Agama
{Berite Negnra Republik Indoneals Tahun 2012 Nomor 851);

12, Peraturann Meotert Agama Nomor 90 Tehun 2013 tentang
Penyelenggarsn Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indatiesia Talun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peratursn Menterl Agama Nomer 60 Tahup 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturao Menterd Agamn Nomor 90 Tahan 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733}



Menstapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINS!I SULAWES! SELATAN TENTANG
PEMBERIAN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL ISTIQAMAR KABUPATEN BULUEUMBA.

Memberikan izin operasional pendirian madrasah  kepada
medrasah sebogaimana tercuntum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahikan dar Keputusan ol

Setelah jangka waktu 7 tshun, Kepaln Madrasah vang
barsangiutan wajib:

a. menyampaiken laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memust paling
sedilct perkombangan jumiah peserta didik, pelakosanaan
loankolum, peolaksansan pemenchan  standar  sarana
prasarana, dan pelaksanasn pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependsdikan; dan /alau

b mengajuksn pendaftaran viaitasl ukcreditast
sekolah /madrasah kepads HAP-S/M  sesunl  ketentuan
peraturan perundang-undangen. '

Dalam hal perkembangsn madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huraf o dindal memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikon  doan/atag
hastl akreditasi sebagaioany dimaksud Diktum KEDUA haraf
b mendapat penngkat minimal C, maks ixin operasional
sebapamana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan moadrasah scbagaimans dimaksoad
dulam Diktam KEDUA hurof o dinilal memenuhl standas
peluynnan minimal penyelengpornan pendidikan dan/atau
hasil alreditasi sebagsimana dimaksud Dikwum KEDUA huruf
5 tidak mendapat peringkat minimal €, maka Sn operasional
sebagumana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut

Keputusarn int mulal berfaku pada tanggal ditetaplan,

Ditetapkan di Makassar
pada tamgeal X0 Jani 2016

LEPALA KANTOR WILAYAH
SULAWES! SELATAN



LAMPIRAN |
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESE SELATAN

NOMOR 664 TAHUN 2016

TENTANG _

PEMBERIAN IZIN PERDIRIAN MADRASAH ISTIDAIYAH DARUL ISTIQAMAH
KABUPATEN RULUKUMBA

[DENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 |Nama Madrassh M1 DARUL ISTIQAMAH

2 |Nomor Stotistik Madrssah 111273020084

3. [Alamat Madrassh Jalan paros Dulukumba-Sigjai Xm 5§ Dusun
Ponct

esa [ Kelurahan Taccorong

Kecamatan Gantarang

Kabupaten Bulukumba

Provinsd Sulawes: Selatan

4 |Nsmo Crgunisssi Penyelenggara | YAYASAN PEMBINA DAWAH ISLAMIYAH

. (YPDI)
5 |Akte Notaris Orgenisas No, 001 /YFDLBLK /111 /2005 Amiruddin
Peuyelenggurs Alie, SH Tanggat | Februsei 2005
6 [Peagesatian Akte Notaris 001 /YPDLBLX /111 /2005 Tanggs! 1

Orpanisasi Peayelenggsrs Febroart 2005
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